BABII
MUDARABAH DAN UNDIAN BERHADIAH

A. Mudirabah

Dalam sub bab mudarabah ini akan dijelaskan beberapa hal, yakni:
definisi mudarabah, landasan dasar mudarabah, rukun dan syarat mudarabah,
penerapan mudarabah Bank Syari’ah, biaya pengelolaan, nisbah keuntungan,
pembatalan mudarabah, tindakan setelah meninggalnya pemilik modal.

1. Definisi Mudarabah
Mudarabah berasal dari kata al-darb, yang secara bahasa berarti

“bepergian” atau “berjalan”, selain a/-darb disebut juga girad yang berasal
dari al-gardu, berarti al-gat 'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian
hartanya untuk diperdagangkan dalam memperoleh keuntungan." Potongan
harta diberikan kepada pengusaha agar mengelola harta dan pengusaha
memberikan potongan dari laba yang diperoleh, mudarabah juga memiliki
pengertian muqgaradah yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan
pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.” Sedangkan para ulama
berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi mudarabah.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudarabah adalah: “akad yang
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di-
tijarah-kan.” Hal ini dilakukan dengan akad antara dua belah pihak yang
saling menanggung, dengan bagian keuntungan yang telah disepakati. Sayyid

Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah, berpendapat bahwa mudarabah ialah akad

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
? Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 223.
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antara dua belah pihak dimana pihak yang satu mengeluarkan sejumlah uang
untuk diperdagangkan, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan
syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.’

Menyelaraskan antara pendapat tokoh klasik dengan kontomporer,
Umer M Chapra sebagai tokoh kontemporer menjabarkan mudarabah sebagai
bentuk kemitraan, dimana salah satu mitra yang disebut sahib al-mal sebagai
penyedia sejumlah dana tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif.
Sedangkan mudarib sebagai mitra yang bertindak menyediakan keahlian
usaha dalam bidang manajemen yang menjalankan perdagangan dan industri
dengan tujuan mendapatkan laba (keuntungan).*

Setelah diketahui beberapa pengertian mudarabah yang dijelaskan
oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa mudarabah adalah
akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dimana pihak
pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai
pengelola usaha. Dengan prinsip saling tolong-menolong memberikan
manfaat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.’

Keuntungan usaha berdasarkan prinsip mudarabah dibagi menurut
kesepakatan. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, namun jika
kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka

pengelola harus bertanggung jawab penuh atas kerugian. Berdasarkan fatwa

3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 5 terj Abu Syaugina (t.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 212.
* Umer M Chapra, Ekonomi Moneter (Gema Insani: Jakarta, 2000).
® Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
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Dewan Syari’ah Nasional MUI nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwa
deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudarabah.
Karena dalam prinsip mudarabah mempunyai tujuan untuk saling tolong-
menolong dan meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat.®

Dalam kapasitasnya sebagai pengelola usaha, mudarib dapat
melakukan berbagai macam usaha dalam memperoleh keuntungan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syari’ah, termasuk melakukan akad mudarabah
dengan pihak ketiga. Sebagai mudarib (pengelola dana) memiliki sifat
sebagai wali amanah, dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing
pihak beriktikad baik dalam bertransaksi, harus berhati-hati, bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dan
tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra
kerja.7

Secara umum mudarabah terbagi atas dua jenis: mudarabah mutlagah
dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutiagah merupakan kerja sama
antara pemilik dana (sahib al-mal) dan mudarib yang cakupannya sangat
luas. Karena pemilik dana (sahib al-mal) tidak memberikan batasan dengan
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu dalam mengelola
investasi, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasi.
Dengan kata lain, mudarib mempunyai hak dan kebebasan dalam

menginvestasikan dana nasabah ke berbagai sektor atau mengelola sendiri

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah dengan Studi tentang teori akad dalam figih
muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 91.
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bisnis sesuai ketentuan syari’ah yang diperkirakan akan memperoleh
keuntungan.®

Sedangkan mudarabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara
sahib al-mal dengan mudarib yang mempunyai lingkup pembatasan pada
jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya campur tangan dari pemilik
modal kepada pengelola usaha (mudarib) meskipun tidak secara keseluruhan,
pembatasan ini mencerminkan kecenderungan umum sahib al-mal dalam
memasuki jenis dunia usaha. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad
membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang dalam akad
mudarabah, tetapi ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang.’

2. Landasan Dasar Mudarabah

Landasan dasar mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk
melakukan usaha. Di samping itu, manusia dalam hidupnya juga
diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam memberikan manfaat dan
saling bekerjasama menanamkan sikap kebaikan.'® Firman Allah SWT dalam

al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2:
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¥ Adiwarman A Karim, Bank Islam :Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 214.

® Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 227.

' M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik Bank Syariah (Jakarta: Gema Insani
Pers, 2007), 195.
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Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan,
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran dan
bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat
siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2)"

Mudarabah secara bahasa berarti “bepergian” atau “berjalan”. Hal ini
telah dinyatakan di beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya dalam al-Qur’an

surat al-Muzammil ayat 20:

b
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Artinya: “Dan dari orang—orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah SWT . (QS. a/-Muzammil- 20)"

Yang menjadi argumentasi dari surat ini adalah adanya kata yadribun
yang sama dengan akar kata mudarabah yang berarti “melakukan suatu

perjalanan usaha”. Sedangkan dalam al-Qur’an surat a/-Jumu’ah ayat 10

menyatakan:

>

Artinya: “Apabila telah dltunalkan shalat maka bertebaranlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (QS. a/-Jumu’ah: 10)"

Manusia dianjurkan mencari karunia Allah SWT, hal ini diperjelas

kembali dalam al-Qur’an surat a/-Bagarah ayat 198 bahwa:

a 2

c—‘swwm‘wu?cbr‘:ﬂ-‘w

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia
Tuhan-MU...”(QS. al-Bagarah: 198)"*

! Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahan (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007),

141.

2 Ibid., 847.
1 Ibid., 809.
" Ibid., 38.
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Dalam hadis juga diterangkan yang berkaitan dengan mudarabah,
yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi

SAW bersabda:

SAY Ry o Bl g g T ) i iSH g &8
Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang
ditangguhkan, melakukan girad (memberi modal kepada orang lain), dan yang

mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk
diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan seluruh kebutuhan
manusia dalam memberikan landasan kehidupan. Manusia mempunyai
kebebasan dalam bermuamalah, agar manusia dapat memenuhi segala yang
dibutuhkan dalam mencapai kemaslahatan umat manusia. Sehingga tujuan
dan dibolehkannya melakukan kerjasama dalam menjalin usaha, merupakan
jalan keluar dalam memberi kemudahan bagi umat manusia bertransaksi
muamalah, karena diantara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada
pula yang berkekurangan, dengan adanya kerjasama diharapkan mampu
meningkatkan perekonomian masyarakat.'

Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, setiap manusia
mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, diriwayatkan dari
Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia
mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan

kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberang sungai, apabila kamu

> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh (Bogor: Prenada Media, 2003), 223.
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lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung
jawab terhadap hartaku”.'®

Kebolehan mudarabah juga dapat di giyas-kan dengan kebolehan
praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan, selain itu kebolehan
praktik mudarabah merupakan 7jma’ ulama). Jika terjadi kerugian maka
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si
pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau
kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugiannya. '’

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Faktor—faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudarabah,
menurut ulama Syafi’iyah, yaitu: (a) pemilik barang menyerahkan barang-
barangnya; (b) orang yang bekerja mengelola harta yang diterima dari pemilik
barang; (c) akad mudarabah dilakukan pemilik dengan pengelola barang; (d)
mal yaitu harta pokok atau modal; () amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta
sehingga menghasilkan laba; (f) keuntungan.'®

Berdasar pada Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, rukun
mudarabah ada tiga, yaitu: sahib al-mal (pemilik modal), mudarib (pelaku
usaha), dan akad. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun

mudarabah ada tiga, yaitu: dua orang yang melakukan akad, modal dan

'® Mardani, Figih Ekonomi Syari’ah dan Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 196.
"7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah; dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
18 1.5

Ibid., 198.
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sigat.”” Sedangkan syarat-syarat sah pelaksanaan mudarabah berhubungan
dengan rukun-rukun mudarabah itu sendiri, syarat sah mudarabah adalah
sebagai berikut:

Pertama, modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai,
dengan mengucapkan ijab dari pemilik modal, modal harus diketahui dengan
jelas dan diketahui ukurannya agar dapat dibedakan antara modal yang
diperdagangkan dengan laba yang dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai
perjanjian yang disepakati. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-
ketentuan mudarabah yang telah disepakati, maka terjadi kecacatan dalam
mudarabah®® Kecacatan ini menyebabkan pengelolaan harta tersebut
dianggap ghasab.”’

Kedua, bagi orang yang melakukan akad antara pemilik modal dan
pengelola usaha disyaratkan mampu dan ahli dalam mewakilkan, sebab
mudarib mengusahakan harta pemilik modal yang menjadi wakil dengan
melakukan fasharruf™ maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil,
orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan. Ketika harta di-

tasharruf-’kan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan

' Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 226.

% Ibid., 228.

*! Ghasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenangatau secara paksa
tanpa hak, maka dari itu menanami tanah ghasab termasuk haram karena mengambil manfaat dari
tanah ghasab dan menghasilkan harta.

2 Tasarruf adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah oleh
syari’at, dalam bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial (Ubaidillah
bin Mas’ud, Syarh at-Talwih ala at-Taudhih, Mauqi’ al-Islam, jilid 4 hal 12)
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pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta itu
berkedudukan sebagai amanat (titipan).”

Ketiga, mudarabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat
pengelola harta (mudarib) untuk berdagang di tempat, waktu dan barang-
barang tertentu. Sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang
mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudarabah, yaitu keuntungan.
Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas
persentasenya, jika laba tidak jelas, mudarabah menjadi batal. Bila dalam
mudarabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudarabah menjadi rusak
(fasid) menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, sedangkan menurut
Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudarabah tersebut sah.**

Sedangkan menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah,
syarat mudarabah, yaitu sebagai berikut: (a) pemilik modal wajib
menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan
kerjasama dalam usaha; (b) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang
yang disepakati; (c) kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan,
ditetapkan dalam akad.*

4. Penerapan Mudarabah dalam Bank Syari’ah

Aspek mudarabah mengikuti inovasi ulama kontemporer dalam

sistem mudarabah, yakni mudarabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan

satu pihak ini diperankan oleh bank syari’ah sebagai lembaga perantara yang

% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 228.
** Hendi Suhendi Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 140.
% Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 231.
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mempertemukan sahib al-mal dengan mudarib. Dengan begitu akad
mudarabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syari’ah baik
untuk menghimpun dana maupun untuk penyaluran dana.

Dalam skema ini, bank menerima dana dari sahib al-mal dalam bentuk
dana sebagai sumber dana, sumber dana ini dapat berbentuk tabungan atau
simpanan deposito mudarabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Dana
yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk
pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah
yang dibagi hasilkan antara bank dengan pihak pertama.*®

Bank Syari’ah tidak dapat menyalurkan sejumlah dana begitu saja
kepada mudarib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko mengenai
pembiayaan yang diberikan kepada mudarib tidak dipergunakan sebagaimana
mestinya, maka sudah semestinya bank memiliki ketentuan dalam melakukan
pembiayaan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi dan untuk
memaksimalkan keuntungan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi resiko-
resiko, maka bank syari’ah perlu menerapkan sejumlah batasan-batasan
tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudarib, batasan ini dikenal
dengan incentive-compatible constraints. Pihak mudarib secara sistematis
dipaksa untuk berperilaku amanah, memaksimalkan keuntungan bagi kedua

belah pihak, baik bagi mudarib sendiri maupun bagi sahib al-mal.

% Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004).
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Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-compatible
constraints’’, diantaranya: (a) menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak
mudarib lebih besar dan menggunakan jaminan; (b) menetapkan syarat agar
mudarib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah; (c)
menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis dengan arus kas yang
transparan; (d) menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang biaya
tidak terkontrolnya rendah.*®

Dalam praktiknya, syarat yang dapat diterapkan berupa: penetapan
nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, bila porsi modal mudarib dalam
usaha relatif tinggi, intensifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang
dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas
tindakannya. Penetapan agunan berupa fixed asset’’, dan pengenaan jaminan
juga akan mencegah mudarib melakukan penyelewengan karena jaminan yang
sudah diberikan menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.

Syarat selanjutnya adalah penggunaan pihak penjamin begitu penting
karena sering kali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter
calon mudarib. Menghadapi situasi semacam ini, bank dapat meminta agar

calon mudarib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter

T incentive-compatible constraints adalah daya paksa secara sistematis untuk berperilaku

melaksanakan keuntungan semaksimal mungkin bagi kedua belah pihak.

% Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 215.

*® Fixed asset adalah harta kekayaan atau sumber daya entitas bisnis yang diperoleh serta
dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi pada masa yang lalu dan digunakan dalam menjalankan
aktivitas operasional guna menghasilkan barang tau jasa.
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calon mudarib, dan bersedia menjadi penjamin atas character risk’’ calon
mudarib. Penggunaan pihak pengambil alih hutang, dalam beberapa kasus
pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudarib bila terjadi
kerugian yang disebabkan character risk calon mudarib.

Dalam aktivitas pendanaan akad mudarabah digunakan dalam
tabungan dan ivestasi. Tabungan mudarabah menggunakan akad mudarabah
mutlagah untuk investasi tidak terikat. Sedangkan mudarabah muqayyadah
digunakan untuk investasi terikat. Sementara dalam aktivitas pembiayaan
akad, mudarabah muqgayyadah digunakan untuk membiayai pembiayaan
proyek investasi maupun modal kerja. Angka nisbah bagi hasil merupakan
angka hasil negosiasi antara sahib al-mal dan mudarib dengan
mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor
penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur “wad (countervalue)’’ dari proyek
itu sendiri, yaitu resiko, nilai tambah dari kerja, usaha dan tanggungan. Jadi
angka nisbah, bukanlah angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya,
melainkan  angka  rasional yang  disepakati  bersama  dengan
mempertimbangkan proyek yang dibiayai dari berbagai sisi.

Bank menyediakan pembiayaan yang diperlukan pemilik modal,
dengan begitu bagian keuntungan dibagi sesuai yang disepakati bersama.
Bank memiliki resiko tinggi dalam menyerahkan modal kepada mudarib

sebagai pihak yang menjalankan usaha, manajemen dan mudarib bertanggung

3 Character risk adalah sifat atau watak dari orang yang akan diberikan keredit harus dapat
dipercaya, (Lady’s blog, prinsip pemberian kredit, diakses 04 Mei 2005).

*' Countervalue adalah suatu karakter yang paling fundamental dari transaksi jual beli yang halal
dalam ekonomi syari’ah.
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jawab terhadap kerugian hanya jika mudarib lalai.>* Akad-akad yang telah
distandarisasi menjadi petunjuk bagi bank syari’ah Indonesia sebagai
landasan operasional. Hal ini menjadi instrumen pengaturan untuk menjamin
kepatuhan operasional perbankan syari’ah terhadap prinsip-prinsip dasar,
seperti halnya dalam: tabungan mudarabah, deposito mudarabah, dan
pembiayaan mudarabah.

Tabungan mudarabah merupakan produk menghimpun dana oleh
bank syari’ah yang menggunakan akad mudarabah mutiagah, bank syari’ah
bertindak sebagai mudarib, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahib al-
mal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudarabah secara
mutlak kepada mudarib. Bank Syari’ah dalam kapasitasnya sebagai mudarib
mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak
bertentangan dengan prinsip syari’ah dalam mengembangkan usaha, termasuk
melakukan akad mudarabah dengan pihak lain.*?

Deposito Mudarabah merupakan dana investasi yang ditempatkan
oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan penarikan
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sifat deposito yaitu penarikan
yang hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu, sehingga pada umumnya
balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk

deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudarabah.**

%2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 121.
3 Ismail, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2011), 89.
*Ibid., 167.
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Pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank
syari’ah sebagai sahib al-mal dan nasabah sebagai mudarib  untuk
melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syari’ah memberikan modal
100% dan nasabah menjalankan usaha. Hasil usaha atas pembiayaan
mudarabah akan dibagi antara bank syari’ah dan nasabah dengan nisbah bagi
hasil yang telah disepakati pada saat akad.”

Dalam melakukan mudarabah dengan pihak ketiga bank wajib
melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah. Bank wajib meminta
pengelola untuk melaporkan angka bagi hasil berdasarkan laporan keuangan
yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-
komponen biaya yang mengacu pada standar yang baku, untuk menghindari
ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.*®

5. Biaya Pengelolaan

Biaya bagi mudarib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di
lingkungan tempat tinggalnya, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan
untuk kepentingan mudarabah. Jika pemilik modal mengizinkan pengelola
untuk membelanjakan modal mudarabah guna keperluan dirinya ditengah
perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka
ia boleh menggunakan modal mudarabah. Biaya pengelolaan berasal dari
sahib al-mal, jumlah modal yang dikeluarkan dan tingkat profesionalitas
pengelola usaha menjadi penentu usaha akan berjalan dalam memperoleh

keuntungan.

33 bid., 168.
36 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 119.
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Dalam transaksi mudarabah, tidak mensyaratkan adanya wakil sahib
al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib
seharusnya bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian
yang terjadi akibat kelalaian. Adapun sebagai wakil sahib al-mal diharapkan
untuk mengelola modal dengan cara tertentu guna menciptakan prospek laba
yang optimal. Beberapa deviasi pembiayaan mudarabah yang perlu digaris
bawahi adalah sebagai berikut: pertama, kurangnya informasi dari pihak bank
untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan mudarabah. Kedua,
dalam proses permohonan pembiayaan mudarabah maupun musyarakah, titik
berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan
keberadaan jaminan.

Analisis usaha yang merupakan esensi, juga dilakukan dalam
kapasitas terbatas. Dengan demikian kesan hutang piutang masih lebih kuat
terasa dibandingkan kesan investasi. Tingkat efektif pengenaan denda dalam
pembiayaan mudarabah maupun musyarakah yang dikaitkan dan/atau
disamakan dengan tingkat efektif nilai bagi hasil, dikhawatirkan akan
tergolong riba fadl. Hal di atas menjadi perhatian utama dalam standarisasi
akad mudarabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka
pemurnian ketentuan syari’ah dengan memperhatikan syarat minimum

menurut ketentuan figih.”’

7 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 219.
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Jika timbul biaya tidak terduga, yang sebelumnya tidak
dikomunikasikan oleh mudarib kepada pemilik dana, tentu mengakibatkan
margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasil juga kecil. Jika mudarib
telah menyampaikan secara transparan, tanggung jawab penuh berada pada
pemilik dana, karena pemilik dana sudah mengetahui resiko bisnis yang
dihadapi. Guna mengantisipasi jika mudarib tidak menyampaikan secara
transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus
menanggung biaya tidak terduga, pemilik dana dapat menetapkan syarat,
bahwa biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab
mudarib, seluruh biaya ditanggung oleh mudarib.

. Nisbah Keuntungan

Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk
persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal
tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal,
tentu dapat disepakati bila nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
Bagi untung dan bagi rugi. merupakan konsekuensi logis dari karakteristik
akad mudarabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila
laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar,
sedangkan bila laba bisnisnya kecil, maka mereka akan mendapat bagian laba
yang kecil juga. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan

semua laba untuknya, begitupula dengan semua laba boleh untuk pemilik
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modal sebab termasuk fabarru’’® Pembagian laba harus sesuai dengan
keadaan yang berlaku secara umum.

Kemampuan untuk mengabsorpsi kerugian diantara kedua belah
pihak, kemampuan menanggung kerugian finansial tidak sama dengan
kemampuan mudarib, dengan demikian karugian dibagi berdasarkan proporsi
modal yang ditanggung 100% oleh sahib al-mal. Jaminan diperlukan bila
kerugian terjadi karena karakter buruk pihak mudarib atau karena melanggar
persyaratan-persyaratan kontrak mudarabah, maka yang berhak menanggung
kerugian adalah mudarib sebesar bagian kelalaian, sebagai sanksi dan
tanggung jawab, sedangkan sahib al-mal tidak perlu menanggung kerugian.

Moudarib pada hakikatnya menjadi wakil dari sahib al-mal dalam
mengelola dana dengan seizin sahib al-mal, sehingga wajib baginya berlaku
amanah. Mudarib tidak berhak untuk menentukan sendiri bagian dari
keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan sahib al-mal sehingga sahib
al-mal dirugikan. Tujuan pengenaan jaminan adalah untuk menghindari mora/
hazard”’ mudarib, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi
kerugian karena faktor resiko bisnis.

Menentukan besarnya nisbah berdasarkan kesepakatan masing-masing
pihak yang berkontrak, jadi angka besaran nisbah muncul dari hasil tawar-
menawar antara sahib al-mal dengan mudarib. Cara menyelesaikan masalah,

dengan terlebih dahulu menghitung keuntungan, karena keuntungan

3 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, juz 11 (t.tp.:t.p., t.t), 335.
% Moral hazard adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat , pembawaan dan karakter manusia
yang dapat menambah besarnya kerugian disbanding dengan resiko rata-rata.
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merupakan pelindung modal, dan bila kerugian melebihi keuntungan, baru
diambil dari pokok modal.*® Persentase nisbah antar lembaga keuangan akan
berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga, persentase nisbah
juga berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Jangka waktu investasi
mudarabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil,
misalnya nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan
akan berbeda dengan depsito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan.*'
7. Pembatalan Mudarabah

Mudarabah menjadi batal apabila ada perkara—perkara berikut;
pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudarabah. Jika
salah satu syarat mudarabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah
dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola
mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakan yang
dilakukan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas sekaligus berhak
menerima upah. Kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya
sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan tujuan akad. pengelola modal bertanggung jawab jika
terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana atau
pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal

dunia, mudarabah menjadi batal.**

* Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta, Raja Grafino Persada,
2004).

*! Ismail, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2011), 115.

** Hendi suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 197.
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Kekuasaan tidak terbatas dari pihak pengelola dan pihak pemodal
untuk menghentikan kontrak kapan saja, hal ini tentu dapat menimbulkan
masalah karena perusahaan juga membutuhkan waktu untuk menghasilkan
keuntungan. Selain memerlukan usaha yang rumit dan konstan, akibatnya
akan timbul bencana jika sahib al-mal menghentikan kontrak, khususnya bagi
mudarib yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mengeluarkan
tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syari’ah jika para pihak
setuju ketika memulai kontrak mudarabah, semua pihak tidak boleh
menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan
tertentu.” Selain itu yang membatalkan akad mudarabah adalah salah
seorang aqgid gila dan modal rusak di tangan pengusaha sebelum
dibelanjakan.**

8. Tindakan Setelah Meninggalnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka proses mudarabah menjadi
fasakh. Bila mudarabah telah fasakh™ pengelola modal tidak berhak
mengelola mudarabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal,
sedangkan ia mengetahui pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin pada
ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan ghasab. la
wajib menjamin (mengembalikan), kemudian jika modal itu menguntungkan,

keuntungan dibagi dua. Jika mudarabah telah batal sedangkan modal

8 Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 123.
* Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 238.
* Fasakh artinya merusak atau membatalkan.
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berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau
membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua.

Jika pengelola modal setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik
modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjual, karena pengelola
mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan
menjualnya, demikian pendapat Madzab Syafi’i dan Hanbali. Jumhur ulama
mempunyai pendapat, bahwa mudarabah menjadi batal apabila salah seorang
aqid meninggal dunia, karena mudarabah berhubungan dengan perwakilan
yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan,
pembatalan ini dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang
yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah mempunyai pendapat,
bahwa mudarabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang
melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat

dipercaya.*

B. Undian Berhadiah
1. Pengertian Undian Berhadiah
Undian berhadiah dikenal dengan istilah lotere, yang menurut Ibrahim
Hosen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan
untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Sedangkan hadiah sendiri
adalah akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu

ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi

* Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 228.
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kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman
seseorang.

Dalam perkembangan undian berhadiah mengalami kontradiksi antara
yang pro dengan yang kontra dengan berbagai argumentasi. Undian berhadiah
merupakan cara yang dilalukan oleh instansi atau lembaga untuk mencari
dana, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan untuk
kepentingan promosi barang dagangan, karena hal itu dapat menarik
masyarakat berlomba-lomba dan dalam undian berhadiah setiap orang pasti
punya harapan mendapatkan hadiah, apalagi jika hadiah yang dijanjikan
punya nilai yang menggiurkan, jadi masyararakat akan semakin tertarik untuk
mengikuti undian berhadiah.

2. Rukun Hadiah

Rukun hadiah adalah sebagai berikut: pertama, pihak yang memberi
hadiah dan pihak penerima hadiah, pemberian tidak akan bisa disebut dengan
hadiah jika tidak ada yang memberi hadian dan pihak yang akan menerima
hadiah. */

Kedua, benda yang dihadiahkan, setidaknya barang yang menjadi
hadiah dalam pandangan hukum Islam harus halal, mulai dari barangnya, cara
memperoleh barang yang dijadikan hadiah serta dalam pemberian hadiah
tidak mengikutsertakan syarat yang dapat merugikan pihak yang menerima

hadiah atau menimbulkan mudarat.

* Hendi suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 213.
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Ketiga, ijab dan gabul, pihak pemberi hadiah dan penerima hadiah
harus saling ikhlas, pihak pemberi hadiah haram untuk meminta kembali
barang yang sudah diberikan, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.

3. Syarat Undian Berhadiah

Pertama, benda yang dijadikan hadiah harus milik sempurna, bukan
barang yang yang didapat dari hasil mencuri, berdasarkan hukum Islam
perbuatan ini jelas haram, meskipun niat untuk memberi hadiah dan
menyenangkan hati orang lain itu baik, namun karena cara mendapatkan
barangnya yang tidak baik, maka secara tidak langsung berpengaruh pada
hasilnya juga.

Kedua, benda yang dijadikan hadiah sudah ada, bukan benda yang
masih melayang di udara, benda yang masih berada di sungai, laut yang
masih belum tentu bendanya bisa didapatkan. Ketiga, objek yang dijadikan
hadiah merupakan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hukum Islam, bukan
benda yang melanggar dan jelas di haramkan oleh agama Islam, seperti
daging babi, minuman keras. 48

Dalam aspek undian berhadiah yang dilakukan oleh lembaga terkait,
harus memperhatikan prosedur dan tata cara yang berlaku agar sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan tidak menyalahi asas-asas syari’ah, menurut figih
madzab Syafi’i terdapat tiga macam taruhan atau aspek dalam undian
berhadiah yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu: (a) apabila yang

mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga; (b)

*Mardani, Figih Ekonomi Syariah dan Figih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 215.
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taruhan yang bersifat sepihak; (c) taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar sesuatu kepada
yang menang, dengan cara yang muhallil (orang yang menghalalkan).

Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil syar’i yang mengharamkan
semua perjudian termasuk lotere/undian berhadiah itu adalah dalil yang gath’i
dilalah-nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharaman
perjudian, sehingga tidak bisa diragukan lagi. Hanya saja ada lotere atau
undian berhadiah yang diselenggarakan oleh non pemerintah yang semata-
mata untuk menghimpun dana untuk kepentingan umum atau Negara.

Kalau diperhatikan dari hasil keterangan Rasyid Ridha, tampaknya
tidak mengharamkan lotre atau undian berhadiah guna kepentingan Negara,
karena manfaatnya lebih besar dari pada madaratnya. Namun, Rasyid Ridha
juga tidak menghalalkan bagi orang yang memenangkan undian berhadiah
untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap makan harta orang lain dengan
cara yang batil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian
antara mereka yang turut dalam undian, serta tidak mengakibatkan lupa
kepada Tuhan.

Sebaliknya lotre atau undian yang diselenggarakan bukan untuk
kepentingan Negara, maka dilarang oleh agama, karena mudaratnya lebih
besar daripada manfaaatnya, berdasarkan kaidah hukum Islam yang artinya:
“‘Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan atau

kemaslahatan”.*

* Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Toko Gunung Agung, Jakarta: 1997), 147.



